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BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 487.24/Kep.318-Huk/2023

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Pasal 5 ayat (2) huruf e
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Karawang tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan lembaran Negara Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);
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5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 14);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 11};

Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Karawang Nomor 487.24/861/IKP tanggal 5 Juni 2023 perihal
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karawang.

Biaya Perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, dalam hal Penyediaan dan pemberian
pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi tidak di
pungut biaya.

Biaya Perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, dalam hal pemohon bermaksud melakukan
penggandaan atau perekaman informasi publik, maka pemohon
informasi dapat melakukan penggandaan atau perekaman
dengan menggunakan biaya sendiri di sekitar lokasi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bersama petugas
layanan informasi PPID atau pemohon informasi dapat
menyediakan CD/VCD/Flashdisk untuk perekaman data
informasi publik.

Biaya Perolehan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, dalam hal pemohon ingin mendapatkan
salinan informasi melalui jasa pos dan jasa kurir dikenakan
biaya pos dan biaya kurir sesuai dengan ketentuan biaya pada
kantor jasa pos dan kantor jasa kurir.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Juni 2023




